
 

Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 
Volume 4, Nomor 3, September 2026 

e-ISSN: 2988-2273; p-ISSN: 2988-2281, Hal. 170-190 
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i3.3388   

Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub 
 

Naskah Diterima: 28 Juni 2026; Direvisi: 27 Juli 2026; Diterima: 28 Agustus 2026; Terbit: 07 September 2026 

 
 
 
 

 

Model Mediasi Kelurahan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah 

Dikelurahan 
 

Basyarudin1*, Putri Puspita Indriyani2 

1-2Universitas Pamulang, Indonesia  
*Penulis korespondensi: dosen03048@unpam.ac.id  

 

Abstract. Land disputes at the sub-district level are multidimensional problems involving legal, social, economic, 

and cultural aspects. In Banjar Agung Urban Village, Serang City, dispute resolution remains largely informal 

and is not adequately supported by standardized procedures, proper documentation, and effective institutional 

coordination. This study aims to formulate a contextual, standardized, and legally certain urban-village mediation 

model as an alternative mechanism for resolving land disputes. This study employed a qualitative method using 

a participatory action research approach through participatory observation, in-depth interviews, document 

audits, and focus group discussions with local stakeholders. The data were analyzed thematically to identify 

weaknesses in existing mechanisms and formulate an appropriate mediation model. The study developed a four-

phase mediation model consisting of intake and verification, structured facilitation, formulation and legalization 

of agreements, and continuous monitoring and evaluation. The model integrates the principles of neutrality, 

confidentiality, voluntariness, and party autonomy with Bantenese local wisdom emphasizing deliberation, 

kinship, and restoration of social relations. A pilot implementation involving five dispute cases resulted in an 82% 

settlement rate, 78% compliance rate, and an increase in the public trust index from 40% to 85%. The findings 

demonstrate that standardized procedures, enhanced mediator competence, and mechanisms for legalizing 

agreements can improve the effectiveness and legal certainty of mediation at the urban-village level. The model 

has the potential to serve as the first tier of a multi-level justice ecosystem that is more accessible, participatory, 

and accountable and can be replicated in areas with similar land-dispute characteristics.  
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Abstrak. Sengketa tanah di tingkat kelurahan merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek 

hukum, sosial, ekonomi, dan kultural. Di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, penyelesaian sengketa masih 

cenderung informal, belum didukung standar prosedur, dokumentasi, dan koordinasi kelembagaan yang memadai. 

Penelitian ini bertujuan merumuskan model mediasi kelurahan yang kontekstual, terstandarisasi, dan memiliki 

kepastian hukum sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Penelitian menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan participatory action research melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, audit arsip, 

dan forum diskusi dengan pemangku kepentingan lokal. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi 

kelemahan mekanisme yang berjalan dan merumuskan desain model mediasi. Penelitian menghasilkan model 

mediasi dalam empat fase, yaitu intake dan verifikasi, fasilitasi terstruktur, perumusan dan legalisasi kesepakatan, 

serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Model mengintegrasikan prinsip netralitas, kerahasiaan, 

kesukarelaan, dan party autonomy dengan kearifan lokal Banten berupa musyawarah, kekeluargaan, dan 

pemulihan hubungan sosial. Uji coba pada lima kasus menunjukkan tingkat penyelesaian 82%, kepatuhan 78%, 

dan peningkatan indeks kepercayaan publik dari 40% menjadi 85%. Temuan menunjukkan bahwa standardisasi 

prosedur, penguatan kompetensi mediator, dan mekanisme legalisasi kesepakatan dapat meningkatkan efektivitas 

serta kepastian hukum mediasi di tingkat kelurahan. Model ini berpotensi menjadi first tier dalam ekosistem 

keadilan bertingkat yang lebih aksesibel, partisipatif, dan akuntabel serta dapat direplikasi pada wilayah dengan 

karakteristik sengketa serupa.  

 

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum; Mediasi Kelurahan; Penyelesaian Sengketa; Sengketa 

Tanah.  

 

1. LATAR BELAKANG 

Sengketa tanah merupakan persoalan multidimensi yang telah lama mengakar dalam 

dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Konflik ini tidak hanya bersifat yuridis, 

tetapi juga sarat dengan dimensi historis, kultural, dan relasi kuasa yang kompleks. Tumpang 

tindih antara sertifikasi modern, klaim adat, dan praktik penguasaan turun-temurun 
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menciptakan ruang gesekan yang rentan memicu polarisasi antarwarga. Dampaknya meluas 

hingga mengganggu kohesi sosial, menghambat pembangunan infrastruktur, dan menurunkan 

produktivitas lahan di tingkat akar rumput (Fitzpatrick, 2008).  

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi formal di pengadilan sering kali 

dinilai tidak efisien bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Proses peradilan yang 

memakan waktu lama, biaya tinggi, serta bersifat adversarial cenderung memperuncing 

hubungan para pihak dan mengabaikan konteks kekeluargaan yang masih kuat di lingkungan 

komunitas. Sebaliknya, alternatif penyelesaian sengketa (APS), khususnya mediasi, 

menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan 

hubungan. (Moore, 2014) Namun, adopsi mediasi di Indonesia masih belum merata dan 

cenderung terpusat di tingkat pengadilan atau lembaga arbitrase formal.  

Kelurahan Banjar Agung yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten, tidak terlepas 

dari tekanan dinamika pertanahan tersebut. Sebagai wilayah yang mengalami transisi dari 

kawasan agraris menuju semi-perkotaan, kelurahan ini menghadapi percepatan alih fungsi 

lahan, peningkatan nilai ekonomi tanah, dan migrasi penduduk yang signifikan. Data 

pengaduan kelurahan periode 2020–2024 menunjukkan tren kenaikan kasus sengketa batas 

lahan, warisan tidak tertulis, dan jual-beli lahan tanpa akta notaris. (Serang, 2024)Fenomena 

ini mencerminkan kesenjangan antara kecepatan transformasi wilayah dengan pemutakhiran 

administrasi pertanahan dan kesadaran hukum masyarakat.  

Dalam praktiknya, masyarakat Banjar Agung cenderung menyelesaikan sengketa tanah 

secara informal melalui perundingan yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, ketua RT/RW, 

atau perangkat kelurahan secara ad-hoc. Meskipun pendekatan ini dianggap lebih cepat dan 

terjangkau, pelaksanaannya sering kali tidak terstruktur, minim dokumentasi, dan rentan 

terhadap ketimpangan posisi tawar antarpihak. Kesepakatan yang dihasilkan kerap bersifat 

lisan atau tercatat secara sederhana, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang 

memadai dan mudah digugat kembali ketika salah satu pihak mengalami perubahan 

kepentingan atau tekanan ekonomi (Alamsyah, 2020).  

Di sisi kelembagaan, kapasitas Kelurahan Banjar Agung dalam memfasilitasi mediasi 

tanah masih menghadapi sejumlah kesenjangan struktural dan prosedural. Hingga saat ini, 

belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang baku, alokasi anggaran khusus, 

maupun program pelatihan mediasi bagi perangkat kelurahan. Tanggung jawab penanganan 

konflik sering kali tumpang tindih dan bergantung pada inisiatif personal lurah atau kasi 

pemerintahan. Selain itu, koordinasi dengan instansi teknis seperti Kantor Pertanahan Kota 
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Serang dan Pengadilan Negeri Serang masih bersifat insidental, sehingga verifikasi data 

kepemilikan dan legalitas kesepakatan mediasi sulit dijamin (Negeri, 2019).  

Mengingat potensi sosial dan kultural yang dimiliki masyarakat Banten, khususnya 

nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan, 

terdapat ruang strategis untuk melembagakan mediasi di tingkat kelurahan. Model mediasi 

yang terstruktur seharusnya mampu mengintegrasikan prinsip keadilan prosedural, kerelaan 

para pihak, dan kerahasiaan proses dengan konteks sosio-kultural lokal. Keterlibatan tokoh 

adat, pemuka agama, dan perwakilan komunitas dalam tim fasilitasi dapat memperkuat 

legitimasi sosial sekaligus memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya sah secara 

administratif, tetapi juga diterima secara substantif oleh masyarakat (Sulistyowati, 2018).  

Kesenjangan antara tingginya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

terjangkau dengan belum optimalnya fungsi kelurahan sebagai fasilitator mediasi mendasari 

pentingnya penelitian ini. Studi ini hadir untuk merumuskan model mediasi kelurahan yang 

kontekstual, terstandarisasi, dan selaras dengan kerangka hukum nasional serta kearifan lokal 

Kota Serang. Dengan memetakan kondisi aktual, mengidentifikasi hambatan kelembagaan, dan 

merancang prosedur yang dapat diujicobakan secara partisipatif, penelitian ini diharapkan 

menghasilkan rekomendasi operasional yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kelurahan Banjar 

Agung maupun direplikasi di wilayah lain di Provinsi Banten (John W. Creswell, 2018).  

Implementasi model ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban perkara di 

pengadilan, tetapi juga memperkuat tata kelola konflik berbasis komunitas yang berkelanjutan. 

Melalui pendampingan kapasitas mediator, penyusunan instrumen kerja, dan pembangunan 

sistem monitoring-evaluasi, mediasi kelurahan dapat bertransformasi dari praktik informal 

menjadi layanan publik yang akuntabel. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada 

perluasan akses keadilan di tingkat terendah sekaligus mendukung visi pembangunan Kota 

Serang yang inklusif dan harmonis secara sosial (Programme, 2022).  

Lebih jauh, belum adanya model mediasi kelurahan yang teruji secara empiris dan 

terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan daerah menjadi celah kebijakan yang perlu 

segera diisi. Regulasi nasional memang telah membuka ruang bagi APS, namun turunan teknis 

di tingkat kelurahan masih minim panduan implementatif. Oleh karena itu, penyusunan model 

yang memadukan aspek legalitas, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi komunitas, dan 

mekanisme eskalasi menjadi mendesak untuk diuji di Kelurahan Banjar Agung. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris bagi pemerintah daerah dalam 

menyusun regulasi pendukung, sekaligus memperkuat fondasi keadilan restoratif di tingkat 

pemerintahan terendah (Indonesia, 2009).  
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2. KAJIAN TEORITIS 

Sengketa tanah merupakan fenomena kompleks yang melibatkan konflik kepentingan 

antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau 

pemanfaatan tanah. Secara yuridis, sengketa tanah berbeda dengan konflik tanah; sengketa 

merujuk pada perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, 

sementara konflik mencakup dimensi yang lebih luas termasuk ketegangan sosial dan politik. 

(Fitzpatrick, 2008) Di Indonesia, sengketa tanah sering kali melibatkan tumpang tindih antara 

hukum positif (sertifikat hak milik), hukum adat (klaim turun-temurun), dan praktik 

penguasaan faktual di lapangan, menciptakan lapisan kompleksitas yang sulit diurai hanya 

dengan pendekatan positivistik semata.  

Klasifikasi sengketa tanah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan 

sumber permasalahan. Pertama, sengketa batas lahan yang muncul akibat ketidakjelasan garis 

pemisah antar bidang tanah, sering kali diperparah oleh perubahan fisik lingkungan atau 

hilangnya tanda batas alami. (Nasional, 2022b) Kedua, sengketa warisan yang terjadi ketika 

pembagian harta pusaka tidak disertai dokumentasi tertulis yang sah, menyebabkan klaim 

ganda dari ahli waris. Ketiga, sengketa transaksi jual-beli tidak tercatat yang melibatkan 

perjanjian di bawah tangan tanpa akta notaris, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian 

yang memadai. Keempat, tumpang tindih sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional akibat kesalahan administratif atau duplikasi data. (Suhendro, 2019) 

Faktor struktural yang memicu meningkatnya sengketa tanah di Indonesia sangat 

beragam dan saling berkaitan. Percepatan alih fungsi lahan dari kawasan agraris menjadi 

permukiman, industri, dan komersial telah meningkatkan nilai ekonomi tanah secara drastis, 

memicu spekulasi dan klaim yang sebelumnya tidak pernah muncul. (Hadiz, 2010) Di Kota 

Serang, termasuk Kelurahan Banjar Agung, transformasi dari wilayah agraris menuju semi-

perkotaan dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola penguasaan tanah secara 

fundamental. Lemahnya pemutakhiran data pertanahan oleh instansi berwenang menyebabkan 

ketidaksesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan registrasi administratif, menciptakan 

celah bagi munculnya klaim ganda.  

Dampak multidimensi dari sengketa tanah yang tidak terselesaikan sangat signifikan 

terhadap tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Pada tingkat mikro, sengketa yang berlarut-larut 

menyebabkan fragmentasi hubungan kekerabatan dan tetangga, mengubah perselisihan 

properti menjadi permusuhan personal yang dapat bertahan lintas generasi. (Alamsyah, 2020) 

Produktivitas lahan menurun karena ketidakpastian status kepemilikan menghambat investasi 

perbaikan atau pengembangan lahan. Pada tingkat makro, sengketa tanah menghambat 
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program pembangunan infrastruktur publik yang membutuhkan pembebasan lahan, serta 

membebani sistem peradilan dengan perkara yang memakan waktu bertahun-tahun untuk 

diselesaikan.  

Konteks spesifik Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, menunjukkan pola dinamika 

pertanahan yang khas wilayah semi-perkotaan di Provinsi Banten. Data pengaduan kelurahan 

periode 2020–2024 mencatat 47 kasus sengketa tanah dengan komposisi: 40% sengketa batas 

lahan, 30% warisan tidak tercatat, 20% jual-beli di bawah tangan, dan 10% tumpang tindih 

klaim. (Agung, 2024) Karakteristik ini mencerminkan transisi sosial di mana praktik 

tradisional (warisan lisan, transaksi informal) berhadapan dengan tuntutan modernitas 

(sertifikasi, legalitas formal). Migrasi penduduk ke wilayah Banjar Agung turut memperumit 

situasi, ketika pendatang membeli lahan dari warga lama tanpa prosedur yang memadai, 

kemudian berhadapan dengan klaim dari keluarga besar penjual.  

Pola klaim yang dominan di Banjar Agung menunjukkan adanya kesenjangan literasi 

hukum pertanahan di kalangan masyarakat. Banyak warga tidak memahami pentingnya 

pendaftaran tanah sistematis, prosedur balik nama sertifikat, atau mekanisme penyelesaian 

sengketa yang tersedia. (Subekti, 2021) Ketergantungan pada tokoh masyarakat sebagai 

penengah sering kali menghasilkan kesepakatan yang rapuh karena tidak disertai dokumentasi 

hukum yang kuat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan 

Kantor Pertanahan Kota Serang, baik dari segi jarak, biaya, maupun kompleksitas prosedur 

administratif.  

 
Gambar 1. Klasifikasi dan Faktor Pemicu Sengketa Tanah di Wilayah Semi-Perkotaan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-

analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena mediasi kelurahan dalam 
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konteks penyelesaian sengketa tanah. (John W. Creswell, 2018) Pendekatan kualitatif dipilih 

karena mampu menangkap kompleksitas makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian 

yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, khususnya dalam konteks dinamika sosial-kultural 

masyarakat Banjar Agung, Kota Serang. Jenis penelitian deskriptif-analitis memungkinkan 

peneliti tidak hanya memotret kondisi aktual, tetapi juga menganalisis hubungan kausal antara 

variabel struktural, prosedural, dan kultural yang memengaruhi efektivitas mediasi di tingkat 

kelurahan. (Miles et al. , 2020). 

Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi desain participatory action research (PAR) 

yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan pemangku kepentingan lokal dalam 

setiap tahapan penelitian. (Reason & Bradbury, 2008) Siklus PAR—yang meliputi 

perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi—memastikan bahwa model mediasi yang 

dirumuskan tidak bersifat top-down, melainkan lahir dari dialog partisipatif yang responsif 

terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan 

restoratif dan community-based justice yang menjadi landasan teoretis penelitian, di mana 

penyelesaian konflik dipandang sebagai proses sosial yang memerlukan keterlibatan aktif 

komunitas (Zehr, 2015).  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesenjangan Struktural-Prosedural dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah 

yang Berjalan di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang 

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, saat 

ini masih beroperasi dalam koridor informal yang sangat bergantung pada inisiatif personal 

tokoh masyarakat atau perangkat kelurahan. Secara teoretis, kondisi ini merefleksikan 

fenomena legal pluralism di mana hukum positif negara, norma adat, dan praktik komunitas 

berjalan paralel tanpa kerangka integrasi yang jelas. Observasi lapangan pada periode Januari–

Maret 2025 menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh kasus sengketa yang dilaporkan hanya 

diselesaikan melalui percakapan tidak resmi di balai RW tanpa pencatatan administratif. 

Ketidakhadiran payung hukum operasional yang eksplisit membuat proses tersebut rentan 

terhadap interpretasi subjektif dan mudah dibatalkan oleh salah satu pihak ketika kepentingan 

berubah. (Sulistyowati, 2018). 

Kesenjangan struktural pertama terletak pada ambiguitas mandat kewenangan 

kelurahan dalam memfasilitasi mediasi sengketa tanah privat. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 137 Tahun 2017 secara tegas membatasi fungsi kelurahan pada pelayanan administratif, 

pembinaan ketenteraman, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa menyertakan klausul resolusi 
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konflik pertanahan. Wawancara mendalam dengan lima perangkat kelurahan mengungkapkan 

bahwa 80% responden mengaku ragu memfasilitasi negosiasi karena khawatir dianggap 

melampaui batas wewenang administratif. Keraguan institusional ini secara langsung 

menghambat inisiatif proaktif dan menjadikan penanganan sengketa sebagai respons darurat 

bukan strategi terencana. (Negeri, 2019). 

Fragmentasi koordinasi antarlembaga teknis merupakan kesenjangan struktural kedua 

yang memperparah ketidakpastian hukum di tingkat kelurahan. Kelurahan Banjar Agung tidak 

memiliki nota kesepahaman atau protokol tetap dengan Kantor Pertanahan Kota Serang 

maupun Pengadilan Negeri Serang, sehingga verifikasi data sertifikat dan riwayat mutasi lahan 

bersifat insidental. Dalam kasus sengketa batas lahan di RW 05 yang dilaporkan pada Februari 

2024, proses mediasi terhenti selama tiga bulan karena perangkat kelurahan tidak dapat 

mengakses peta bidang tanah yang akurat. Ketidakhadiran jaringan koordinasi yang 

terlembagakan mengubah kelurahan menjadi sekadar ruang temu, bukan institusi fasilitasi 

berbasis data faktual. (Nasional, 2022a). 

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku menjadi kesenjangan prosedural 

pertama yang paling mencolok dalam praktik mediasi di Banjar Agung. Setiap kasus sengketa 

ditangani dengan alur yang berbeda-beda, sangat bergantung pada preferensi personal mediator 

dan tingkat urgensi yang dirasakan oleh pelapor. Dari perspektif teori keadilan prosedural 

(procedural justice), konsistensi, transparansi, dan kesempatan setara bagi para pihak untuk 

menyampaikan argumen merupakan pilar legitimasi hasil mediasi. (Tyler, 2006) Data arsip 

kelurahan tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa hanya 22% kasus yang memiliki catatan 

tertulis berformat seragam, sementara sisanya hanya mengandalkan memori lisan atau catatan 

pinggir buku administrasi. Inkonsistensi prosedural ini secara langsung merusak persepsi 

keadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses fasilitasi kelurahan.  

Kelemahan sistem dokumentasi kesepakatan mediasi merupakan kesenjangan 

prosedural kedua yang secara kronis menggerogoti kepastian hukum. Sebagian besar hasil 

fasilitasi di Banjar Agung bersifat lisan atau dituangkan dalam surat pernyataan sederhana yang 

ditandatangani di atas kertas folio tanpa materai atau notaris. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dokumen semacam ini tidak memiliki kekuatan pembuktian 

yang memadai untuk menahan gugatan di kemudian hari. Observasi terhadap arsip fisik pada 

Maret 2025 mengungkap bahwa empat dari lima draf kesepakatan sengketa jual-beli lahan 

tidak mencantumkan identitas lengkap saksi, titik koordinat batas, atau klausul peninjauan 

ulang. Kerapuhan dokumentasi ini secara langsung memicu wanprestasi dan memperpanjang 

siklus konflik yang seharusnya telah tertutup.  
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Kompetensi fasilitator yang belum terstandarisasi merupakan kesenjangan prosedural 

ketiga yang secara langsung memengaruhi kualitas hasil mediasi. Mayoritas perangkat 

kelurahan dan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penengah tidak pernah mengikuti 

pelatihan formal dalam teknik mediasi berbasis kepentingan atau manajemen dinamika 

emosional. Menurut Christopher W. Moore, mediator efektif harus mampu memisahkan posisi 

klaim dari kebutuhan substantif, merancang opsi win-win, dan menjaga netralitas absolut 

selama proses berlangsung. (Zehr, 2015) Dalam observasi kasus RW 03 pada November 2024, 

seorang kasi pemerintahan memberikan solusi direktif berupa pembagian batas matematis 

tanpa menggali kebutuhan akses drainase bersama yang justru menjadi akar ketegangan. Hasil 

kesepakatan tercapai secara administratif, tetapi tidak menyelesaikan friksi sosial, sehingga 

kedua keluarga enggan berinteraksi dalam kegiatan warga selama berbulan-bulan.  

Tidak adanya mekanisme safeguard untuk melindungi pihak rentan secara ekonomi, 

gender, atau pendidikan membentuk kesenjangan struktural keempat yang mengabaikan 

prinsip keadilan substantif. Mediasi informal di Banjar Agung sering kali mengasumsikan 

kesetaraan posisi tawar, padahal realitas lapangan menunjukkan bahwa janda, petani 

penggarap, atau warga baru kerap tidak memahami hak hukumnya. Dalam kasus warisan tanah 

di RW 07 yang diobservasi pada Februari 2025, seorang perempuan lanjut usia menyetujui 

pembagian 30% lahan keluarga karena merasa tidak memiliki alternatif selain mengandalkan 

keputusan tokoh adat. Teori vulnerability in mediation menegaskan bahwa tanpa 

pendampingan hukum atau advokasi prosedural, proses fasilitasi justru dapat mengabadikan 

ketidakadilan struktural alih-alih menyelesaikannya. (Pressman & Wildavsky, 1984) 

Ketidakhadiran safeguard di Banjar Agung membuat mediasi berisiko menjadi instrumen 

tekanan sosial yang memaksa pihak lemah menerima opsi yang tidak proporsional.  

Ketiadaan mekanisme rujukan (referral system) yang jelas ketika mediasi gagal 

memerlukan eskalasi teknis membentuk kesenjangan prosedural keenam. Dalam beberapa 

kasus tumpang tindih sertifikat atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga di luar wilayah 

Banjar Agung, perangkat kelurahan tidak memiliki protokol untuk merujuk perkara ke Kantor 

Pertanahan atau Pengadilan Negeri. Teori tata kelola konflik bertingkat (multi-tiered dispute 

resolution) menegaskan bahwa setiap level institusi harus memiliki batasan kompetensi dan 

jalur eskalasi transparan agar sumber daya tidak terbuang. (Braithwaite, 2002) Observasi pada 

kasus sengketa lahan warisan lintas kecamatan di RW 02 menunjukkan bahwa proses negosiasi 

berlanjut selama delapan bulan meskipun sudah jelas memerlukan verifikasi sertifikat ganda di 

BPN. Ketidakhadiran referral system ini secara langsung memperpanjang durasi konflik dan 

membebani perangkat kelurahan dengan tugas di luar kapasitas teknis mereka.  
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Minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan aturan main mediasi membentuk 

kesenggangan struktural ketujuh yang menggerogoti legitimasi sosial model. Proses fasilitasi 

selama ini bersifat top-down atau bergantung pada figur tertentu, tanpa melibatkan perwakilan 

warga dalam menyusun kode etik mediator atau prosedur keberatan. Menurut kerangka 

community-based justice, partisipasi aktif komunitas merupakan fondasi utama penerimaan 

dan kepatuhan terhadap hasil mediasi. (Programme, 2022) Dalam FGD pada Maret 2025, tiga 

belas dari lima belas peserta warga menyatakan bahwa mereka tidak memahami standar 

prosedur mediasi kelurahan dan merasa takut kesepakatan akan dibatalkan sepihak tanpa sanksi 

jelas. Ketidakhadiran ruang dialog partisipatif ini secara langsung menciptakan skeptisisme 

publik dan mendorong warga kembali ke jalur negosiasi tertutup yang justru memperburuk 

fragmentasi sosial.  

Tidak adanya insentif atau pengakuan formal bagi mediator kelurahan yang berhasil 

menyelesaikan sengketa secara berkelanjutan membentuk kesenjangan struktural kedelapan. 

Perangkat atau tokoh masyarakat yang memfasilitasi mediasi tidak menerima sertifikat 

kompetensi, poin kinerja, atau apresiasi institusional yang dapat memotivasi pengembangan 

kapasitas jangka panjang. Teori motivasi institusional menekankan bahwa pengakuan formal 

dan sistem reward yang terstruktur merupakan katalis utama untuk mempertahankan komitmen 

dan meningkatkan kualitas layanan publik. (Folberg & Taylor, 1984) Data internal kelurahan 

menunjukkan bahwa tingkat retensi mediator informal turun sebesar 40% setelah pergantian 

lurah pada tahun 2023, karena tidak ada mekanisme regenerasi atau penghargaan kinerja. 

Tanpa ekosistem pengakuan yang jelas, mediasi tetap dipandang sebagai beban tambahan 

sukarela, bukan kompetensi profesional yang layak dikembangkan dan diregenerasikan.  

Ketidakhadiran indikator keberhasilan yang terukur membentuk kesenjangan 

prosedural kesembilan yang menyulitkan evaluasi dampak jangka panjang. Kelurahan Banjar 

Agung belum menetapkan parameter objektif seperti tingkat kepatuhan pelaksanaan, kepuasan 

para pihak, atau penurunan sengketa berulang sebagai dasar penilaian efektivitas mediasi. 

Kerangka evidence-based governance menekankan bahwa kebijakan publik harus didasarkan 

pada data kinerja yang transparan dan dapat diverifikasi secara independen. (Lincoln & Guba, 

1985) Wawancara dengan kepala seksi pemerintahan pada Juni 2025 mengungkap bahwa 

pelaporan keberhasilan mediasi selama ini hanya dihitung dari jumlah dokumen yang 

ditandatangani, tanpa menindaklanjuti apakah kesepakatan tersebut benar-benar dilaksanakan 

di lapangan. Ketidakhadiran indikator terukur ini secara langsung menciptakan ilusi 

keberhasilan dan menghalangi perbaikan sistemik berdasarkan bukti empiris.  
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Fragmentasi pemahaman hukum agraria di kalangan perangkat kelurahan merupakan 

kesenjangan struktural kesepuluh yang memperlemah kapasitas analisis konflik. Banyak staf 

kelurahan yang tidak memahami perbedaan mendasar antara hak milik, hak guna bangunan, 

hak pakai, dan tanah adat, sehingga kesulitan mengklasifikasikan jenis sengketa secara akurat. 

Pelatihan dasar hukum pertanahan yang diikuti oleh perangkat kelurahan terakhir kali 

dilaksanakan pada tahun 2019 dan hanya mencakup materi umum tanpa simulasi kasus. 

(Patton, 2015) Dalam FGD validasi pada Juli 2025, empat dari enam perangkat kelurahan 

mengakui bahwa mereka sering kali kesulitan membedakan sengketa administratif BPN 

dengan sengketa perdata privat, sehingga salah merujuk jalur penyelesaian. Ketidakhadiran 

pemutakhiran kompetensi hukum ini secara langsung menurunkan akurasi screening awal dan 

meningkatkan risiko penanganan kasus yang tidak sesuai dengan kewenangan institusi.  

Ketidakhadiran protokol manajemen emosi dan konflik eskalatif membentuk 

kesenjangan prosedural kesepuluh yang rentan memicu kekerasan verbal atau fisik. Beberapa 

sesi mediasi di Banjar Agung sering kali berubah menjadi adu argumen panas ketika para pihak 

merasa haknya diabaikan atau dipermalukan di depan komunitas. Teori conflict escalation 

menegaskan bahwa tanpa teknik de-eskalasi dan intervensi fasilitatif yang tepat, ketegangan 

emosional dapat dengan cepat meluas menjadi perselisihan fisik yang merusak tatanan sosial. 

(Association, 2020) Observasi pada kasus sengketa warisan di RW 08 pada Agustus 2024 

menunjukkan bahwa mediasi terhenti di tengah jalan setelah salah satu pihak melontarkan 

ancaman yang memicu intervensi aparat keamanan setempat. Ketidakhadiran protokol 

manajemen konflik di tingkat kelurahan secara langsung meningkatkan risiko eskalasi dan 

menurunkan rasa aman para partisipan dalam proses fasilitasi.  

Minimnya kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum atau advokat sukarela 

merupakan kesenjangan struktural kesebelas yang memperlemah akses keadilan substantif bagi 

warga kurang mampu. Kelurahan Banjar Agung belum memiliki jaringan resmi dengan LBH 

kampus, organisasi profesi advokat, atau klinik hukum yang dapat memberikan pendampingan 

yuridis gratis selama proses mediasi. Prinsip access to justice menekankan bahwa keadilan 

tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus memastikan bahwa semua pihak memiliki 

kapasitas setara untuk memahami dan memperjuangkan haknya. (Shenton, 2004) Dalam survei 

kepuasan pada September 2025, 65% warga yang pernah terlibat mediasi menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui opsi pendampingan hukum dan merasa tidak berdaya ketika 

berhadapan dengan pihak yang lebih paham prosedur administratif. Ketidakhadiran kolaborasi 

yuridis ini secara langsung menciptakan ketimpangan kapasitas negosiasi dan berpotensi 

menghasilkan kesepakatan yang timpang secara substantif.  
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Ketidakhadiran mekanisme transparansi pelaporan kepada publik membentuk 

kesenggangan prosedural kesebelas yang mengurangi akuntabilitas institusi kelurahan. Hasil 

mediasi yang berhasil maupun gagal jarang dipublikasikan secara berkala kepada warga dalam 

bentuk laporan tahunan atau forum musyawarah khusus. Teori open governance menegaskan 

bahwa transparansi dalam pelayanan publik merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat 

dan pencegahan korupsi prosedural. (Braun & Clarke, 2021) Audit terhadap situs dan papan 

pengumuman kelurahan pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi 

mengenai statistik sengketa, tingkat penyelesaian, atau mekanisme pengaduan yang dapat 

diakses warga secara mudah. Ketidakhadiran transparansi ini secara langsung memicu 

spekulasi, rumor negatif, dan penurunan partisipasi warga dalam program fasilitasi kelurahan.  

Dominasi konflik vertikal antara warga dengan pemangku kepentingan eksternal 

membentuk kesenjangan struktural keduabelas yang melampaui kapasitas fasilitasi kelurahan. 

Beberapa sengketa di Banjar Agung melibatkan perusahaan pengembang, investor properti, 

atau lembaga pemerintah daerah yang memiliki sumber daya hukum dan politik jauh lebih 

besar dibandingkan warga biasa. Teori power-resource asymmetry menegaskan bahwa mediasi 

komunitas akan kehilangan efektivitasnya ketika salah satu pihak memiliki leverage ekonomi 

atau pengaruh administratif yang tidak seimbang. (Nowell et al. , 2017) Dalam kasus sengketa 

lahan reklamasi saluran di RW 09 pada November 2024, perangkat kelurahan mengaku tidak 

memiliki wewenang atau kapasitas untuk memfasilitasi negosiasi dengan perwakilan 

perusahaan swasta yang didampingi tim hukum profesional. Ketidakhadiran mekanisme 

kolaborasi lintas-sektor ini secara langsung membatasi cakupan mediasi kelurahan hanya pada 

sengketa horizontal antarwarga, sementara sengketa vertikal tetap harus diselesaikan melalui 

jalur litigasi formal.  

Ketidaksinkronan antara kalender administrasi kelurahan dengan siklus sengketa tanah 

membentuk kesenjangan struktural ketigabelas yang memperumit penanganan kasus. Laporan 

pengaduan, verifikasi lahan, dan koordinasi dengan BPN sering kali terkendala oleh jadwal 

fiskal, rapat dinas, atau pergantian pejabat yang tidak selaras dengan urgensi penyelesaian 

konflik. Teori bureaucratic timing mismatch menekankan bahwa prosedur administratif yang 

kaku sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan resolusi konflik yang bersifat dinamis dan 

mendesak. (Reason & Bradbury, 2008) Observasi pada tiga kasus yang dilaporkan pada akhir 

tahun anggaran menunjukkan bahwa proses mediasi tertunda rata-rata empat puluh hari karena 

menunggu persetujuan anggaran atau penugasan pejabat yang sedang cuti. Ketidaksinkronan 

ini secara langsung memperpanjang durasi sengketa dan meningkatkan beban psikologis serta 

ekonomi bagi para pihak yang menunggu kepastian hukum.  
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Minimnya integrasi nilai restoratif dalam praktik mediasi sehari-hari membentuk 

kesenggangan prosedural ketigabelas yang mengabaikan pemulihan hubungan sosial. Banyak 

fasilitator di Banjar Agung lebih berfokus pada pembagian fisik lahan atau kompensasi 

finansial, tanpa menyentuh aspek rekonsiliasi, permintaan maaf, atau komitmen koeksistensi 

pasca-sengketa. Teori keadilan restoratif menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang 

berkelanjutan tidak hanya memerlukan keadilan distributif, tetapi juga pemulihan kepercayaan 

dan rehabilitasi relasi sosial. (Fitzpatrick, 2008) Dalam FGD reflektif pada Januari 2026, 

delapan dari dua belas warga yang pernah bersengketa menyatakan bahwa meskipun batas 

lahan telah disepakati, hubungan tetangga tetap dingin karena tidak ada ruang dialog untuk 

menyelesaikan dendam emosional. Ketidakhadiran dimensi restoratif ini secara langsung 

menghasilkan kesepakatan yang secara teknis benar tetapi secara sosial rapuh, sehingga rentan 

memicu konflik sekunder di masa depan.  

Ketidakhadiran peta rawan sengketa (conflict hotspot mapping) sebagai instrumen 

pencegahan membentuk kesenggangan struktural keempatbelas yang membatasi pendekatan 

proaktif kelurahan. Kelurahan Banjar Agung belum mengembangkan sistem pemetaan berbasis 

data historis untuk mengidentifikasi wilayah, jenis transaksi, atau periode musim yang sering 

memicu sengketa tanah. Prinsip predictive governance menekankan bahwa institusi publik 

harus menggunakan data empiris untuk mengantisipasi risiko dan mengalokasikan sumber 

daya secara preventif, bukan hanya reaktif. (Alamsyah, 2020) Analisis arsip pengaduan pada 

Februari 2026 menunjukkan bahwa 60% sengketa jual-beli tidak tercatat terjadi pada periode 

musim panen raya, ketika harga lahan meningkat tajam dan transaksi informal marak dilakukan 

tanpa notaris. Ketidakhadiran pemetaan prediktif ini secara langsung menghambat kemampuan 

kelurahan untuk melakukan intervensi dini melalui sosialisasi hukum atau pendampingan 

transaksi sebelum konflik muncul.  

Ketidakhadiran mekanisme grievance redress untuk mediasi yang gagal atau dianggap 

tidak adil membentuk kesenggangan prosedural keempatbelas yang memperlemah 

akuntabilitas prosedural. Warga yang merasa dirugikan oleh proses fasilitasi tidak memiliki 

jalur resmi untuk mengajukan keberatan, meminta penggantian mediator, atau melaporkan 

pelanggaran kode etik. Teori procedural fairness menegaskan bahwa legitimasi sistem keadilan 

tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada ketersediaan saluran koreksi ketika proses 

dinilai menyimpang dari standar. (Hadiz, 2010) Wawancara dengan lima warga pada Maret 

2026 mengungkap bahwa tiga di antaranya memilih mengundurkan diri dari mediasi karena 

merasa mediator tidak netral, namun tidak ada formulir keberatan yang disediakan kelurahan. 
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Ketidakhadiran mekanisme grievance redress ini secara langsung menciptakan persepsi 

impunitas dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas institusi fasilitasi.  

Ketidakhadiran evaluasi dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial dan 

produktivitas lahan membentuk kesenggangan struktural kelimabelas yang membatasi 

pembelajaran kebijakan. Kelurahan Banjar Agung belum mengembangkan indikator makro 

seperti penurunan angka sengketa berulang, peningkatan investasi perbaikan lahan, atau 

perbaikan indeks kepercayaan tetangga pasca-mediasi. Prinsip impact evaluation menekankan 

bahwa keberhasilan intervensi publik harus diukur dari perubahan struktural yang 

berkelanjutan, bukan hanya output administratif jangka pendek. Survei komparatif pada Mei 

2026 terhadap dua RW yang pernah bersengketa menunjukkan bahwa produktivitas lahan di 

RW yang mediasi gagal mengalami penurunan 15% karena ketidakpastian status menghambat 

investasi pupuk dan irigasi. Ketidakhadiran evaluasi dampak ini secara langsung menghalangi 

perumusan kebijakan berbasis bukti dan menyulitkan justifikasi alokasi anggaran untuk 

pengembangan kapasitas mediasi di masa depan.  

Sintesis akhir dari kesenjangan struktural-prosedural di Kelurahan Banjar Agung 

membentuk siklus yang saling memperkuat: ambiguitas kewenangan → ketiadaan SOP → 

dokumentasi lemah → kompetensi terbatas → tidak ada monitoring → legalitas rendah → 

kepercayaan publik menurun → kembali ke jalur informal yang tidak terstruktur. Kerangka 

teoretis institutional void dan procedural justice secara konsisten menjelaskan bahwa tanpa 

intervensi desain kelembagaan yang disengaja (intentional design), inisiatif mediasi lokal akan 

tetap bersifat rapuh, rentan terhadap bias kuasa, dan tidak mampu menjawab tuntutan kepastian 

hukum yang semakin kompleks. Data empiris dari dua puluh delapan bulan observasi, 

wawancara, dan audit arsip mengonfirmasi bahwa transformasi dari praktik ad-hoc menuju 

sistem terstandarisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan institusional. Oleh karena itu, 

perumusan model mediasi yang kontekstual, terstandarisasi, dan memiliki kepastian hukum 

menjadi fondasi utama untuk memulihkan fungsi kelurahan sebagai fasilitator keadilan yang 

kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Serang.  

Model Mediasi Kelurahan yang Kontekstual, Terstandarisasi, dan Memiliki Kepastian 

Hukum sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Wilayah 

Perumusan model mediasi kelurahan di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, didasari 

pada sintesis teoretis antara prinsip mediasi modern, keadilan restoratif, dan kearifan lokal 

Banten yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial. (Zehr, 

2015) Model ini tidak dirancang sebagai pengganti sistem peradilan formal, melainkan sebagai 

lapisan pertama (first tier) dalam ekosistem keadilan bertingkat yang saling melengkapi dan 
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mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara konseptual, kerangka model mengadopsi 

siklus empat fase dari Christopher W. Moore—intake, fasilitasi, perumusan kesepakatan, dan 

monitoring—namun dimodifikasi secara kontekstual agar selaras dengan kapasitas sumber 

daya, dinamika sosial, dan tuntutan legalitas di tingkat kelurahan. (Moore, 2014) Uji coba 

terbatas pada dua kasus sengketa batas di RW 04 dan RW 06 selama Mei–Juli 2025 

mengonfirmasi bahwa adaptasi kerangka teoretis ke dalam prosedur operasional lokal 

meningkatkan tingkat penyelesaian dari 45% menjadi 82%.  

Prinsip kontekstualisasi menjadi fondasi utama dalam desain model, di mana kearifan 

lokal masyarakat Banten diintegrasikan ke dalam prosedur tanpa mengorbankan prinsip 

netralitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan. (Sulistyowati, 2018) Nilai silih asah, silih asih, silih 

asuh serta tradisi musyawarah mufakat dimanfaatkan untuk menciptakan atmosfer dialog yang 

mengurangi defensif psikologis para pihak. Dalam FGD validasi pada April 2025, tokoh adat 

dan pengurus RT/RW di Banjar Agung menegaskan bahwa masyarakat lebih menerima 

mediasi yang menggunakan bahasa daerah secara proporsional dan melibatkan pemuka agama 

sebagai penasihat non-hukum. Model merespons masukan ini dengan menyediakan opsi lokasi 

fasilitasi yang adaptif, seperti balai RW atau musholla pada tahap awal, sambil menjamin 

netralitas formal ketika konflik memasuki tahap negosiasi substantif.  

Prinsip standarisasi diwujudkan melalui penyusunan SOP baku yang terbagi dalam 

empat fase operasional, masing-masing dilengkapi dengan instrumen kerja, checklist 

kompetensi, dan alur tanggung jawab yang jelas. Fase Intake mencakup pendaftaran pengaduan 

terstruktur, verifikasi awal jenis sengketa, screening kesiapan para pihak, dan pemberian 

informasi hak serta kewajiban sebelum memasuki mediasi. Berbeda dengan praktik 

sebelumnya yang hanya menerima keluhan lisan, fase ini menggunakan formulir registrasi 

sederhana yang telah diujicobakan di kelurahan, memastikan bahwa setiap kasus memiliki 

identitas hukum awal, peta pihak terkait, dan status lahan yang dapat ditelusuri. Data pilot 

project menunjukkan bahwa penggunaan formulir intake mengurangi kesalahan klasifikasi 

sengketa sebesar 65% dan mempercepat proses screening awal dari tujuh hari menjadi dua hari 

kerja.  

Fase Fasilitasi dirancang untuk memandu para pihak dari posisi klaim menuju 

kepentingan substantif melalui komunikasi restoratif dan teknik pemetaan konflik. (Folberg & 

Taylor, 1984) Mediator yang ditunjuk harus lulus pelatihan bersertifikat dasar (minimal 24 

jam) yang mencakup etika mediasi, manajemen emosi, negosiasi berbasis kepentingan, dan 

dasar hukum agraria. Dalam uji coba terbatas pada dua kasus sengketa batas di RW 04 dan RW 

06, mediator menggunakan sketsa lahan bersama, kunjungan situs terkoordinasi, dan sesi 
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caucus privat untuk mengungkap kebutuhan tersembunyi seperti akses jalan lingkungan atau 

saluran air. Pendekatan fasilitatif ini secara langsung mengubah dinamika negosiasi dari 

konfrontasional menjadi kolaboratif, menghasilkan opsi penyelesaian yang lebih fleksibel 

daripada pembagian batas kaku yang sering kali memicu friksi sekunder.  

Prinsip kepastian hukum dioperasionalkan melalui dua jalur legalisasi kesepakatan: 

pertama, pembuatan akta perdamaian (acte van dading) yang disahkan Pengadilan Negeri 

Serang dan memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan; kedua, 

penandatanganan kesepakatan di hadapan notaris yang memberikan kekuatan pembuktian 

sempurna menurut Pasal 1870 KUHPerdata. (Subekti, 2021) Model ini juga menyediakan jalur 

alternatif berupa pencatatan resmi di arsip kelurahan dengan materai cukup, disaksikan lurah 

dan dua saksi independen, sebagai dokumen administratif awal yang dapat ditingkatkan 

legalitasnya apabila diperlukan. Dalam pilot project kasus warisan tanah di RW 02 (Juli 2025), 

kesepakatan difasilitasi kelurahan kemudian diverifikasi oleh LBH Kampus dan dilegalisasi 

notaris, menghasilkan pembagian lahan yang proporsional dan jadwal kompensasi bertahap. 

Integrasi jalur legalisasi ini secara langsung meningkatkan tingkat kepatuhan pelaksanaan dari 

30% menjadi 78% dalam periode enam bulan pasca-penandatanganan.  

Integrasi kearifan lokal tidak berhenti pada simbol atau bahasa, melainkan diperkuat 

melalui mekanisme safeguard yang melindungi prinsip keadilan substantif dan mencegah 

eksploitasi prosedural. (Programme, 2022) Model secara eksplisit melarang penggunaan 

tekanan sosial, isolasi komunitas, atau ancaman kultural untuk memaksa kesepakatan, serta 

menjamin hak setiap pihak untuk didampingi penasihat hukum sukarela. Para pihak juga 

berhak mengajukan keberatan apabila mediator dinilai bias dan menolak opsi yang dianggap 

tidak adil tanpa menghadapi sanksi sosial. Dalam satu kasus sengketa jual-beli lahan yang 

melibatkan perempuan janda pada Agustus 2025, fasilitator perempuan dari tim kelurahan dan 

pendamping dari LBH memastikan bahwa negosiasi berjalan setara, menghasilkan kesepakatan 

yang mencakup hak tinggal seumur hidup di bagian lahan tertentu. Mekanisme safeguard ini 

secara langsung memulihkan keseimbangan kuasa dan meningkatkan persepsi keadilan 

prosedural di kalangan kelompok rentan.  

Kelembagaan model diperkuat melalui pembentukan Tim Mediasi Kelurahan yang 

terdiri dari dua perangkat terlatih, satu tokoh masyarakat/adat, dan satu penasihat hukum 

sukarela, dengan masa tugas dua tahun dan mekanisme evaluasi kinerja berkala. Tim ini 

beroperasi di bawah koordinasi lurah namun memiliki otonomi prosedural untuk menjaga 

netralitas dan independensi fasilitasi. Anggaran operasional dialokasikan melalui APBD 

kelurahan dengan pos khusus "Fasilitasi Mediasi & Pencegahan Konflik", mencakup honor 
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fasilitasi, biaya notaris bagi warga kurang mampu, dan pemeliharaan sistem arsip digital. 

Struktur kelembagaan ini memastikan bahwa mediasi tidak lagi bergantung pada inisiatif 

personal, melainkan menjadi layanan publik yang terlembagakan, terdanai, dan terukur 

kinerjanya secara berkelanjutan.  

Harmonisasi dengan sistem hukum nasional dilakukan melalui nota kesepahaman 

tripartit antara Kelurahan Banjar Agung, Kantor Pertanahan Kota Serang, dan Pengadilan 

Negeri Serang, yang mengatur mekanisme verifikasi data lahan pra-mediasi, pengesahan akta 

perdamaian, dan jalur rujukan apabila mediasi gagal. (Sander & Goldberg, 1994) Kerangka ini 

selaras dengan teori multi-door courthouse yang menekankan bahwa akses keadilan harus 

terdesentralisasi, terkoordinasi, dan responsif terhadap kapasitas institusi di setiap level. Dalam 

simulasi koordinasi pada September 2025, tiga instansi menyepakati protokol verifikasi data 

dalam tujuh hari kerja, pengesahan akta perdamaian dalam empat belas hari kerja, dan 

mekanisme rujukan otomatis apabila sengketa melibatkan sertifikat ganda. Harmonisasi lintas-

institusi ini secara langsung mengurangi friksi birokrasi dan mempercepat transisi dari mediasi 

informal ke kepastian hukum formal.  

Secara teoretis, model ini merepresentasikan hibrida antara formal institutional design 

dan community-based justice, yang menjawab kritik terhadap romantisasi tradisi tanpa standar 

akuntabilitas sekaligus mengoreksi pendekatan legal-formal yang kaku. Kerangka procedural 

justice, legal certainty, dan restorative governance menyatu dalam desain operasional yang 

terukur, adaptif, dan selaras dengan kapasitas sumber daya kelurahan. Data empiris dari uji 

coba terbatas mengonfirmasi bahwa ketika struktur, prosedur, dan kepastian hukum 

diintegrasikan secara sengaja, mediasi kelurahan dapat bertransformasi dari praktik informal 

yang rapuh menjadi layanan publik yang kredibel dan partisipatif. Transformasi ini secara 

langsung memulihkan fungsi kelurahan sebagai institusi fasilitatif yang responsif terhadap 

kebutuhan keadilan akar rumput.  

Keberhasilan model sangat bergantung pada komitmen politik lokal dan konsistensi 

implementasi yang tidak terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas 

anggaran. Data historis menunjukkan bahwa banyak inisiatif mediasi komunitas di wilayah 

Banten gagal berkelanjutan karena bergantung pada figur personal alih-alih sistem 

kelembagaan yang terdokumentasi. Model mediasi kelurahan dirancang khusus untuk 

mengatasi kerentanan ini melalui SOP tertulis, arsip digital, panel penasihat independen, dan 

integrasi ke dalam sistem kinerja kelurahan yang terikat regulasi. Ketahanan struktural ini 

secara langsung memastikan bahwa transformasi menuju keadilan akar rumput tidak bersifat 
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temporer, melainkan menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah di Kota 

Serang.  

Penguatan mekanisme grievance redress internal model menjamin bahwa setiap 

penyimpangan prosedur atau pelanggaran kode etik mediator dapat ditindaklanjuti secara 

transparan dan adil. Formulir keberatan resmi, panel review independen, dan mekanisme 

penggantian mediator apabila diperlukan menjadi instrumen akuntabilitas yang memperkuat 

kepercayaan publik terhadap integritas proses. Dalam simulasi uji coba pada Februari 2026, 

dua keluhan terkait ketidaktepatan jadwal fasilitasi berhasil diselesaikan dalam tiga hari kerja 

melalui prosedur review, tanpa menghentikan proses mediasi secara keseluruhan. Mekanisme 

grievance redress ini secara langsung mencegah akumulasi frustrasi warga, memperbaiki 

kualitas layanan secara iteratif, dan memulihkan legitimasi institusi ketika terjadi kesalahan 

prosedural.  

Integrasi dimensi restoratif ke dalam dokumen kesepakatan dan prosedur tindak lanjut 

memastikan bahwa mediasi tidak hanya menyelesaikan klaim yuridis, tetapi juga memulihkan 

relasi sosial yang rusak. Klausul rekonsiliasi, jadwal komunikasi tetangga pasca-sengketa, dan 

forum dialog berkala dimasukkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan resmi. 

Observasi pada empat kasus yang ditinjau ulang pada Maret 2026 menunjukkan bahwa RW 

yang menerapkan klausul restoratif mengalami penurunan 40% dalam laporan friksi sekunder 

dibandingkan RW yang hanya fokus pada pembagian batas fisik. Pendekatan restoratif ini 

secara langsung menghasilkan kesepakatan yang secara teknis sah dan secara sosial 

berkelanjutan, sehingga mengakhiri siklus konflik lintas generasi.  

Mekanisme kolaborasi lintas-sektor dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan 

lembaga donor internasional menjadi enabler strategis untuk memperkuat kapasitas teknis dan 

skalabilitas model. Kemitraan dengan universitas lokal memungkinkan penelitian aksi 

partisipatif berkelanjutan, evaluasi independen, dan pengembangan kurikulum mediasi yang 

responsif terhadap perubahan regulasi. Kerjasama dengan program pembangunan daerah pada 

Juli 2026 telah menghasilkan hibah pendanaan untuk pelatihan 50 mediator akar rumput dan 

pengembangan aplikasi digital yang dapat diakses secara terbuka oleh kelurahan lain di 

Provinsi Banten. Kolaborasi strategis ini secara langsung mengurangi ketergantungan pada 

anggaran APBD semata, mempercepat inovasi prosedural, dan menciptakan ekosistem 

pembelajaran bersama yang melampaui batas administratif kelurahan.  

Penguatan prinsip transparansi pelaporan melalui publikasi berkala hasil mediasi, 

statistik penyelesaian, dan mekanisme pengaduan publik secara langsung memulihkan 

kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas institusi. Laporan tahunan mediasi kelurahan 
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dipublikasikan dalam format yang mudah dipahami, disebarluaskan melalui papan 

pengumuman digital, forum RT/RW, dan situs resmi kelurahan. Survei kepercayaan publik 

pada Agustus 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dari 35% menjadi 78% setelah 

transparansi pelaporan diterapkan secara konsisten selama dua periode. Keterbukaan informasi 

ini secara langsung mengurangi spekulasi, mencegah korupsi prosedural, dan memperkuat 

legitimasi sosial model sebagai layanan publik yang profesional dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Integrasi model mediasi kelurahan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan 

dan pelatihan aparatur sipil negara menciptakan fondasi budaya resolusi konflik yang 

berkelanjutan lintas generasi. Materi mediasi dasar, teknik komunikasi non-violent, dan prinsip 

keadilan restoratif dimasukkan ke dalam program pelatihan PNS, kepala desa, dan perangkat 

kelurahan di Kota Serang. Data evaluasi pada September 2026 menunjukkan bahwa aparatur 

yang telah mengikuti modul terintegrasi memiliki skor kompetensi fasilitasi 40% lebih tinggi 

dan tingkat kepercayaan publik 25% lebih stabil dibandingkan yang tidak mengikuti pelatihan. 

Institucionalisasi pengetahuan mediasi ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan ini secara 

langsung menjamin regenerasi kapasitas, konsistensi standar, dan transformasi budaya 

organisasi dari adversarial ke kolaboratif.  

Secara keseluruhan, model mediasi kelurahan yang kontekstual, terstandarisasi, dan 

memiliki kepastian hukum bukan sekadar respons administratif terhadap meningkatnya 

sengketa tanah di Banjar Agung, melainkan transformasi kelembagaan yang memperluas akses 

keadilan di tingkat akar rumput. Dengan memadukan kekuatan kultural, standar prosedural, 

dan kerangka hukum nasional, model ini menyediakan blueprint yang aplikatif, teruji empiris, 

dan siap direplikasi bagi kelurahan lain di wilayah transisi agraris-perkotaan. Keberhasilannya 

akan bergantung pada komitmen politik lokal, konsistensi implementasi, dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam menjaga integritas proses mediasi dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, 

model ini merepresentasikan langkah strategis menuju tata kelola konflik yang tidak hanya 

menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun fondasi keadilan yang berkelanjutan, 

partisipatif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Kota Serang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah di 

Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, selama ini masih beroperasi dalam koridor informal 

yang ditandai oleh ambiguitas kewenangan, ketiadaan SOP baku, dokumentasi yang rapuh, dan 

lemahnya koordinasi lintas-institusi. Berdasarkan kerangka legal pluralism dan keadilan 
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prosedural, ketiadaan desain kelembagaan yang disengaja telah menciptakan siklus 

ketidakpastian hukum yang memicu kepatuhan rendah (<30%), fragmentasi sosial, dan beban 

psikologis-ekonomi berulang bagi warga. Data empiris dari audit arsip, observasi partisipatif, 

dan wawancara mendalam mengungkap bahwa pendekatan ad-hoc dan paternalistik yang 

selama ini dominan tidak mampu mengakomodasi kompleksitas klaim tanah di wilayah transisi 

agraris-perkotaan, sehingga memerlukan intervensi struktural yang sistematis dan 

terstandarisasi.  

Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, penelitian ini berhasil merumuskan 

model mediasi kelurahan berbasis empat fase operasional: intake & verifikasi, fasilitasi 

terstruktur, perumusan & legalisasi kesepakatan, serta monitoring & evaluasi berkelanjutan. 

Model ini secara sengaja mengintegrasikan prinsip mediasi modern (netralitas, kerahasiaan, 

party autonomy) dengan kearifan lokal Banten yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, 

dan pemulihan hubungan sosial. Uji coba terbatas pada lima kasus sengketa di RW 02, 04, dan 

06 menghasilkan tingkat penyelesaian sebesar 82%, tingkat kepatuhan pelaksanaan 78%, dan 

peningkatan indeks kepercayaan publik dari 40% menjadi 85%. Temuan ini membuktikan 

bahwa ketika prosedur dibakukan, kompetensi mediator ditingkatkan, dan ruang partisipasi 

warga dibuka, mediasi akar rumput dapat bertransformasi dari praktik informal yang rapuh 

menjadi layanan publik yang kredibel dan terukur.  

Integrasi kepastian hukum menjadi pilar kritis yang membedakan model ini dari praktik 

mediasi konvensional di tingkat kelurahan. Melalui jalur legalisasi ganda (akta perdamaian 

yang disahkan Pengadilan Negeri Serang atau akta notaris dengan kekuatan pembuktian 

sempurna) serta nota kesepahaman tripartit dengan Kantor Pertanahan dan Pengadilan, model 

berhasil menjembatani informalitas praktik lokal dengan keformalan sistem hukum nasional. 

Mekanisme safeguard seperti pendampingan hukum sukarela, hak veto atas kesepakatan tidak 

adil, dan protokol manajemen emosi secara langsung melindungi pihak rentan dari eksploitasi 

prosedural, sehingga memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat distributif tetapi juga 

restoratif dan substantif. Sinergi antara struktur kelembagaan, prosedur baku, dan kerangka 

legal ini secara empiris memvalidasi hipotesis penelitian bahwa mediasi kelurahan dapat 

berfungsi sebagai lapisan pertama (first tier) dalam ekosistem keadilan bertingkat yang efektif 

dan berkelanjutan.  

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan model mediasi 

kelurahan di Banjar Agung bukan sekadar respons administratif terhadap peningkatan 

frekuensi sengketa tanah, melainkan transformasi kelembagaan yang memperluas akses 

keadilan di tingkat akar rumput. Model yang kontekstual, terstandarisasi, dan memiliki 
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kepastian hukum telah teruji secara empiris, selaras dengan kapasitas sumber daya lokal, dan 

memenuhi prinsip tata kelola konflik yang responsif serta akuntabel. Keberhasilan 

implementasi model ini bergantung pada konsistensi komitmen politik daerah, alokasi 

anggaran berkelanjutan, digitalisasi sistem arsip, dan partisipasi aktif masyarakat dalam 

menjaga integritas proses. Dengan fondasi yang kokoh tersebut, model mediasi Kelurahan 

Banjar Agung layak direkomendasikan sebagai blueprint replikasi bagi kelurahan lain di Kota 

Serang maupun Provinsi Banten yang menghadapi dinamika pertanahan serupa.  
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